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Berdasarkan penelitian dan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Menurut peneliti putusan tersebut tidak memenuhi unsur seperti yang 
tercantum dalam pasal 156a namun putusan tersebut tetap dikatakan sah 
sebelum dibatalkan oleh lembaga yang lebih tinggi, serta tidak adanya 
banding. Harus ada perubahan terhadap pasal 156a KUHP lebih lanjut 
agar tercapai suatu kepastian hukum, adapun alternatif untuk menjerat 
pelaku penodaan agama dengan menggunakan pasal 156 KUHP. Jika 
Hakim berpendapat bahwa pasal 156a tersebut kumulatif bukan nya 
alternatif maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk memutus 
perkara ahok ini adalah pasal 156 KUHP yang merupakan dakwaan ke-2 
yang diajukan oleh penuntut umum serta yang menjadi surat tuntutan 
yang diajukan oleh penuntut umum. Karena dalam pasal ini juga 
mengatur lebih luas mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap golongan rakyat indonesia yang mencakup ras, 
negeri asal, agama, suku dan kebangsaan menurut hukum tata negara. 
2. Dalam memutus suatu perkara hakim dapat menyimpangi atau tidak 
menggunakan tuntutan jaksa penuntut umum karena acuan untuk 
membuat surat tuntutan ,putusan dan  pembelaan adalah surat dakwaan. 
Dalam dewasa ini hakim juga dapat memutus diluar surat dakwaan 
asalkan masih satu rumpun dengan alasan untuk memenuhi rasa 
keadilan yang ada pada masyarakat serta hati nurani hakim itu sendiri 
sebagai acuan daripada pasal Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan No.1537/
Pid.B/2016/PN.Jkt Utr majelis hakim menghukum terdakwa 2 tahun 
penjara, lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa, dalam 
mempertimbangkan vonis yang lebih berat tersebut majelis hakim 
mencantumkan pertimbangan-pertimbangan. Majelis hakim, menurut 
peneliti, bisa menggunakan keadilan subtantif. Peneliti menegaskan 
bahwa dalam menjalankan tugas mengadili dan memutus perkara, 
hakim harus menaati dan mengikuti asas-asas hukum acara pidana, dan 
niscaya bisa menggunakan penafsiran hukum. Hakim memiliki 
kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa 
keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan 
atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan pelaku, 
korban, kepentingan masyarakat/umum maupun bagi eksistensi negara. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, ada beberapa saran 
yang hendaknya menjadi rujukan, yakni : 
1. Alangkah baiknya apabila terdapat penjelasan terhadap penerapan pasal 
156a KUHP serta penjelasan penjelasan lain yang menunjang atau dapat 
menjadi arahan dalam menerapkan norma dalam pasal tersebut, atau 
suatu kepastian dalam penafsiran atau penggunaan pasal 156a tersebut 
agar tercapai keseragaman dalam penggunaan pasal 156a tersebut agar 
tercapai suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan perdebatan 
yang akan menimbulkan kesalahan dalam penafsiran pasal 156a 
tersebut. 
2. Harus ada persamaan persepsi antara masing-masing sub-sistem di 
dalam proses peradilan pidana. maksud dari persamaan persepsi disini 
adalah cara yang sama dalam memandang suatu pasal yang digunakan 
untuk menjaga agar tidak adanya kesalahan pengunaan pasal oleh 
masing masing sub sistem dalam proses peradilan agar tercipta nya 
suatu kepastian hukum yang akan menjadikan penegakan hukum 
tersebut lebih mencerminkan keadilan serta kemanfaatan bagi 
masyarakat. Cara kerja sub-sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan 
sub-sistem lainnya. Antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum seharusnya 
secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan terpadu. Apabila 
sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat 
terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan merosot. Bahkan, 
lebih parah lagi, masyarakat tidak lagi mempercayai sub-sistem secara 
institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang 
lebih luas.  
Sebenarnya masalah kepastian hukum di dalam putusan tersebut dapat 
dicegah dengan adanya perubahan pasal dengan menggunakan bahasa 
yang mudah dimengerti dan dimaknai agar pasal tersebut tidak menjadi 
multi tafsir.  
Hakim mungkin saja dapat melakukan penemuan hukum yang bersifat 
progresif di dalam putusannya. Putusan yang bersifat progresif tersebut 
adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu 
terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke 
depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta 
memihak dan peka pada masyarakat. Dalam membaca suatu bunyi 
kalimat peraturan, hendaknya kita memahami kaidah yang terdapat di 
dalamnya. Harus direnungkan terlebih dahulu apa makna di dalam 
kalimat tersebut, sehingga dengan demikian tujuan daripada hukum 
dapat tercapai. 
